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PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 032/A/JA/08/2010

KEJAKSAAN AGUNG

, DAN DOKUMENTAS) HUK U AR

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

N Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik| Indonesia, di
bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksaan
mempunyai  tugas dan  wewenang  untuk  turut
menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor
4 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa
Agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta
mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan
dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam
rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik
harus membangtin dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik
dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap
orang;

d. bahwa dalam rangka pelaksaan tugas dan wewenang
Kejaksaan secara transparan dan akuntabel, perlu
diselenggarakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik;

e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Jaksa
Agung Republik Indonesia tentang Pelayanan Informasi
Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;

r Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4401);
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Menetapkan:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: o '
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, g'agase;m, dan tanda-tanda yang

2.

w

tentang Organisasi dan Tata

Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Irlldonesia tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Le'inbarhn Negara Nomor 4846);

|
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara I#epull?lik Indonesja tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lemb i an Negara Nomaz 5038);

Undang-Undang Nomor 43 ’Tahun 2009 tentang, Kearsipan
(Lembaran Negara Republik E[pdorlasia tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara| ompr 5071); ‘!1 ,
' h l Cad

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor|38 Tahun 2010

Kerja Kejaksaan Republik

o i
! ] |
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara

Nomaor 1);

Indonesia;

o |
[ ‘

MEMUTUSKAN:‘ :
' i
PERATURAN JAKSA AGUl\JlG I:KEPUBLIK INDONESIA
TENTANG PELAYANAN INFORMASI

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESI

]?lUBLIK DI

BABI || . 1 |
KETENTUANUMUM. | . i }
Pasal 1 ! 1

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik t_:ia’ta, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh Kejaksaan serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik.

|

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang
negara di bidang penuntutan serta kewena) gayljﬂain berﬁ
undang sesuai dengan Undang-Undang Nomo

Kejaksaan Republik Indonesia,

melaksahaktp kekuasaan
asarkan undang- |
16 Tahitin [2004 tentang |
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10.

11.

12.

13.

Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Republik Ileone ia | i'"l

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas; yang selanjutnya

disebut PPID

adalah pejabat- yang bertanggung]awag di1 bidang |penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi

' di Kejaksaan

dan bertanggungjawab langsung kepada Penanggung]awab Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik selaku atasan PPID.

Penanggungjawab Pelayanan Informasi Publik atau disebut aebagai Atasan

PPID menurut Peraturan Komisi Informasi [Pusat, yang sela g
i lingkungan

Peraturan ini disebut Penanggungjawab adalah pejabat
Kejaksaan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam
Peraturan ini.

jutnya dalam

menjalankan

Pejabat Informasi adalah pejabat Kejaksaan yang bibrtanggung] Wab di bidang

penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi P
kerjanya. |

memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas Pejabat I

Petugas Informasi adalah pejabat KejaLsaan yang be n?

Lbhk di satuan -
1

ormasi dalam

penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi Pubhk di satuan

kerjanya. A | i
|

Petugas Meja Informasi adalah staf Ke]aksaan yang bertanggungjawab

memberikan layanan Informasi Publik melalui Meja Informasi.

Meja Informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik serta berbagai
sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi 'Ll_lainnya yang

bertujuan memudahkan perolehan Informasi ]?ublik di Kejaksaa

Daftar Informasi Publik adalah catatan j/ang berisi keterangan secara

sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawa
Kejaksaan, tidak termasuk inforniasi yang dikecdalikan.

sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. |

Pengguna Informasi Publik-adalah orang yaT; menggunakan inf

]

h penguasaan

ormasi publik

t
'

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum

Indonesia yang mengajukan permohonan 'Informam Pubhk
Peraturan ini. ' | |

')

berdasarkan

o

nggung]awab |
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BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu |
Asas

Pasal 2 -

it

| i ! I b
(1) Setiap Informasi Publik di Kejaksaan bersifat| terbuka dan t&Il'alpat.diakses oleh!
setiap Pengguna Informasi Publik. | | ‘
(2) Informasi Publik yang dikecualikan di Kejaksaan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik di Kejaksaan harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara
- sederhana,

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk: |
a. memberikan standar bagi Kejaksaan dalam melaksanakaln pengelolaan
dan pelayanan Informasi Publik; !
b. meningkatkan pelayanan Informasi Rublik oleh Kejaksaan untuk
menghasilkan layanan yang berkualitas; | ;
c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses
Informasi Publik di Kejaksaan; dan : !
d. menjamin terwujudnya tujuan penyéler garaan keteﬁbukaan: Informasi
Publik sebagaimana diatur dalam Undan Unj ang K_eteﬁbuk a.T Informa|51 |
Publik. o |

|
|
'

BAB III | :
PENYELENGGARA PELAYANAN INFOR;MASI PUBLIK

b

Bagian Kesatu
Umum

Pasal4 |

(I) Pelayanan Informasi Publik dlselenggarakan pada setiFap tingkatan
Kejaksaan, meliputi: '

a. Kejaksaan Agung;
b. Kejaksaan Tinggi; ’
c. Kejaksaan Negeri;
d. Cabang Kejaksaan Negeri. ! J ‘ |
!
: ] \ ]
(2) Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik Jebag I.mana pa’da ayat (1) terdif |
dari: . '
a. Penanggungjawab; . . |

b. PPID; .
c. Pejabat Informasi; ’ , :
d. Petugas Informasi; '




»
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e.

Petugas Meja Informasi.

=

Bagian Kedua

Penanggungjawab

Penanggungjawab di Kejaksaan Agung dija
Penanggungjawab di Kejaksaan Tinggi dija

Tinggi.

(1) PPID di Kejaksaan Agung dijabat oleh Kepala)
(2) PPID di Kejaksaan Tinggi dijabat oleh Asisten
.(3) PPID di Kejaksaan Negeri dijabat oleh Kepalé

a.
b.
C.

Penanggungjawab di Kejaksaan Negeri dijab
Penanggungjawab mempunyai tugas:
mengawasi,

mengkoordinasikan,
Peraturan ini;

menetapkan Daftar Informasi Publik;
mengkoordinasikan pengembangan msicem pengelolaan

Informasi Publik;

memberikan tanggapan atas keberata1|1 yarg diajukan

Informasi Publik; dan

Pasal 5

da

|

"

at oleh Kepala Ke

1engeva1}il1a31

I | E%-‘l

menetapkan Japoran layanan Informasi Publik.

(4) PPID bertugas:

d.

e,

f.

(5) Dalam hal pengumuman Informasi Publik, PPID bér
mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalu
secara efektif dapat menjangkau seluruh p

a.

Bagian Ketiga
PPID

Pasal 6

melakukan pengujian tentang konsek
diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informas]
Peraturan Komisi Informasi tentang S:ta'p
sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu
mengkoordinasikan penylmpanan dan
Publik;
mengkoordinasikan tugas-tugas pejabat informasi, petugas informasi, dan
petugas meja informasi;
membuat Daftar Informasi Publik berdasarkan masukan dari Pejabat
Informasi;
melaksanakan pényediaan dan pelayanan Informa51 Pubhk baik melalui
pengumuman maupun permohonan Informasi
menyelenggarakan Meja Informasi.

Seksf

i

eT1S];

dar |

pen

Intelfjen;
‘yéng| tnl‘{bug

dlkecuahkaﬂ

Publik; dan |

tugas: I\
1

emangku kepentirTan; dan

|

tLat OIth Wakil Jaksa Agung.
at oleh Wakil Kepala Kejaksaan

jaksaan Negert.

ﬁLelaksana:anl
y

dan pelayanan

dleh pemohon

Pusat Penerangan Hukum.
Intelijen.

sebagaimana
Publik dan

Layanan Inforrnas1 Publik

ldokumentasi‘lan Informasi
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in

b.

| |
mengkoordinasikan penyampaian Informasi Publik (,il?lam bahasa
Indonesxa yang sederhana dan mudah dipah ii serta memgmrhmbangkan

penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh p|e’ dudxilk s'ete a\t .
| - i |li . J ! |

(6) Dalam hal pelayanan permohonan Informasi Jublik, PPID bertugas: o

a.

mengkoordinasikan pemberian Informasi| Pubhk yang dap%t diakses oleh
publik dengan petugas informasi di berbaga1 unit pelayanan informasi
untuk memenuhi permohonan Informasi Pubhk

menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan
tegas, dalam hal perniohonan Informasi Publik ditolak;

menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan
beserta alasannya; dan

mengembangkan kapasitas pejabat fung51ona1 dan/atau pet'ugas informasi

dalam rangka peningkatan kualitas layana‘n In_formas1 Pub11i<

(7) Dalam  melaksanakan tugasnya, PPID be!ertanggungjawab kepada

Penanggungjawab di masing-masing tingkatan Kejaksaaan.

Bagian Keempafc l ,
Pejabat Informasi | ’ l

Pasal 7

(1) Pejabat Informasi Kejaksaan Agung dljabat' oleh masing-masing Direktur,
Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, dan Sekretans Badan d1 lingkungan

(2)
)
4)

Kejaksaan Agung. |

Pejabat Informasi Kejaksaan T1ngg1 dijabat oleh Asisten dan Kepala Tata
Usaha.

Pejabat Informasi di Kejaksaan Negeri dijabat oleh Kepala Seksi, Kepala Sub
Bagian Pembinaan, Pemeriksa, dan Kepala Cabang Kejaksdan Negeri.

Pejabat Informasi bertugas: ; I |

a.

b.

membuat dan memutakhirkan Daftar Inforrnam Publik di satuan kerjanya
untuk disampaikan kepada PPID;

menyimpan, mendokumentasikan, dan enyedlakan Informa31 Publik
yang berada di satuan kerjanya untuk disa palkan kepada PPID;
membantu PPID dalam melakukan pengujian|tentang konsekuensi yang
timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbu aT Informas1
Publik dan Peraturan Komisi Informasi; r |
membantu PPID dalam membuat dan m nyer.t‘aka‘_g asan tertul;1$|
pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Intormasi Publik
ditolak berdasarkan ketentuan pengecualian informasi;

membantu PPID dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi

Publik yang dikecualikan beserta alasannya. } ‘
| b

|
Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Informasi bertanggungjawab kepada
PPID di masing-masing tingkatan Kejaksaan.



Bagian Kelima ‘
Petugas Informasi ‘ ‘ !

1]

Pasal 8

-l

(1) Petugas Informasi di Kejaksaan Agung dijabat olehlx setiap pejabat eselon I di

bawah satuan kerja masing-masing Pejabat Informaa 8
(2) Petugas Informasi di Kejaksaan Tinggi d1]aba oleh setiap pejabat eselon IV di

bawah satuan kerja masing-masing Pejabat Informé l si. | ‘
(3) Petugas Informasi di Kejaksaan Negeri dl]aba oleh staf |dl baW: T satuan kejja\

masing-masing Pejabat Informasi. ] i

(4) Petugas Informasi bertugas memberikan dukungan tekms bag1 pelaksanaan
tugas Pejabat Informasi di masing-masing satuan keqanya '
(5) Dalam menjalankan tugasnya, Petugas Infor\mamlbertanggung]awab kepada
Pejabat Informasi di masing-masing satuan kePanya B

»,

Bagian Keenam
Petugas Meja Informasi

Pasal 9

(1) Petugas Meja Informasi di Kejaksaaan Agung dijabat staf Kejalclsaan di bawah

. ‘ Kepala Pusat Penerangan Hukum. |

(2) Petugas Meja Informasi di Kejaksaaan Tinggi| dijabat staf Kejalk saan di bawah

Kepala Seksi Pusat Penerangan Hukum. , !

(3) Petugas Meja Informasi di Kejaksaaan Tinggi| dijabat staf Kejaksaan di bawah

Kepala Seksi Inteljjen. | | } :

(4) Dalam hal Kejaksaan Negeri memiliki cabang, Péthag'as ‘Meja Informasi dijabat

oleh staf Kejaksaan di bawah Kepala Kejaksaan Negeri. |

~ (5) Petugas Meja Informasi bertugas menyelenggarakan pelayalrian Informasi
. Publik baik melalui pengumuman maupun permohonan Informasi Publik.

(6) Dalam menjalankan tugasnya, “Pet'ugas Me]a Informam bertanggung]awab

kepada PPID.

BAB IV !
KATEGORI INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu !
Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 10

i

|
. | | |
(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkanlsecara berkala d|1 Kejaksaan

meliputi: , o
a. Informasi tentang profil Kejaksaan yang meliputi: ' # ! bl
- 1. Informasi tentang sejarah, kedudukan atau domisili beserta alamat

lengkap, ruang lingkup keglatan maksud dan tujuan, tugas dan fungsi




-t

0

Kejaksaan beserta kantor unit-unit dijbawa

2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan

singkat pejabat struktural. !

3. Laporan harta kekayaan bagi

Pe]abat

o
iya'.| .,;||

Negara

]
kerja, profill'

| .yang wajib

melakukannya yang telah diperiksa, ljxvenﬁkam, dan te}ah dikirimkan

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

e Kejaksaan untu

Daftar Kejaksaan Tinggi dan Negeri di Indonesia

Rencana strategis Kejaksaan

k 'dmmumkan

Ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan.di lingkungan

Kejaksaan, meliputi: ~
1. Nama program dan kegiatan;

2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor

telepon dan/atau alamat yang dapat alhubungl,
Target dan/atau capaian program dan kegi
Jadwal pelaksanaan program dan kegllatan,'
Anggaran program dan kegiatan yang mel;guti sumber dan jumlah;

Agenda penting terkait pelaksanaan tugas
Informasi khusus lainnya yang berkaitd
masyarakat; L

NG W

8. Informasi tentang penerimaan calon p

Kejaksaan; !

atan;

ejaksaan;

|
i

langsung dengan hak-hak

il

Iegawai dan

1
V1t

/I atau pejabat

| :
Ringkasan laporan kinerja Kejaksaan berupa narasi tel]ltang realisasi
kegiatan yang telah maupun sedang d1]a1a&1kan’ beserta capajannya;

Jumlah atau rekapitulasi kenangan negara yang berhasil diselamatkan;

Ringkasan laporan keuangan, meliputi:
1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
2. Neraca;

3. Laporan arus kas dan catatan atas Iaporén_ keuangan
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

4, Daftar aset dan investasi.

Ringkasan laporan Layanan Informasi Publik;
1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang
2. Waktu yang diperlukan dalam meme

Informasi Publik;

3. Jumlah permohonan Informasi Pubhk yan

4. Alasan penolakan permohonan Informasi ' Bublik;

atau seluruhnya dan permohonan Infdrmbadi Publik ﬂranT |d1t01al<
éan /atau

Informasi tentang peraturan, keputusan,

diterima;
nuhi setiap

Edlkabulkan balk sebagian

i

yang disusun

|
permohonan

k b1]akan yang

mengikat dan/atau berdampak bagi pubhk yang d1keluarkan oleh
Kejaksaan yang sekurang-kurangnya terdiri atag: l
1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturar Perundang-

undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses

pembuatan
2. Daftar

Peraturan Perundang-undangan, Keputusan,
|

Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
Informasi tentang hak dan tata cara merlnperoleh Informasi Publik, tata
cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesalan sengketa Informasi
Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung]awab | yang dapat

.

dan/atau
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=t

u.

@)

. dan Pengembangan Kejaksaan Agung;
Informasi Publik lainnya berdasarkan persetujuan PPID.

Pengumuman secara berkala sebagaimana di
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

dihubungi;
Informasi tentang tata cara pengaduan p

pelanggaran yang dilakukan baik oleh pe]aba
lain yang mendapatkan izin atau per]anjlan kerj

Data penerimaan dan penanganan laporar
hukuman disiplin; ‘r
Siaran pers yang dikeluarkan secara resrnIJ
Pidato Jaksa Agung pada semua kegiat
maupun luar Ke]al(saan,

Pengumuman pengadaan barang dan
perundang-undangan terkait;

Informasi tentang prosedur peringatan]

. |
: Ole|h. %e]aksaa ; | :
dcara fresfrj%l_i baik di dala_ini
| 1 P

an/.

keadaan darurat Kejaksaan;
Daftar pencarian orang;

enya ahgunaan

o

| .
¥

LKe]aksaan
dari Kejaksaan;

Wewenang atau

1aupun pihak

L pengaduan beserta rekapitulasi

jasa |sesuai dengflm peraturan

dm!1 dan prosedur evakuasi

Rekapitulasi penyelesaian perkara tindak pidana umum, tindak pidana
khusus, perdata, dan tata usaha negara yang ditangani Kejaksaan;

Materi penyuluhan atau penerangan hukum;
Hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksariakan oleh Pusat Penelitian

Bagian Kedua ‘

Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan Serta Mer

|
Pasal1l

naks!ud pada aya

ilit.;

ta

(1) dilakukan

o

Kejaksaan mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang merupakan
kewenangannya serta informasi serta merta lainnya di lingkungan kerja Kejaksaan.

Informasi serta merta sebagaimana dimaksud dalaim Pa
Kondisi darurat yang menyangkut keselamatan kerja

a.

b.

(1) Dalam hal Kejaksaan memberikan izin kegiatan| dan/atau p

Pasal 12

Kejaksaan;

Informasi serta merta lainnya berdasarkan Un

dang-Undan

sal 11 meliputi:
:I-i lingkungan

Keterbukélan

Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informa31 ten’tang Standar

Layanan Informa51 Publik yang dikuasi oleh Ke]aksaan |

Pasal 13 ]

I

i|l

érjénjian kerja

‘kepada pihak lain yang kegiatannya berpoten.‘?l mengancam hajaf hidup orang
banyak dan ketertiban umum, Kejaksaan memastikan agar plhak penerima



2

izin kegiatan dan/atau perjanjian kerja
pengumuman informasi serta merta.

Standar pengumuman informasi serta merta sebagaunana dimak
(1) meliputi: ‘
Potensi bahaya dan/atau besaran dampa
Pihak-pihak yang berpotensi terkena d]a
maupun pegawai Kejaksaan dan/ata
Kejaksaan; |
Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terja

a.

b.

W e

-10-

akain melaksan

yang dapat dlhml

baik masy:

u penexl'una perjanj

akan standar

sud pada ayat

b lkan, i
akat umum

an 'kerja daki

di;

Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat ter]adl,
Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yalng d1t‘1mbulkan,

Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menanggulangi
bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Bagtan Ketiga

Informasi Publik Yang Wajib Tersedia|Setiap Saat

Pasal 14

Informasi yang wajib tersedia setiap saat di Kejaksaan meliputi:

a.
b.

Daftar Informasi Publik;

Informasi tentang peraturan, keputu
Kejaksaan yang sekurang-kurangnya terdi
1.

4,
5.
6.

Kejaksaan, antara lain:
1.
2.

3.

4.
Surat-surat perjanjian Kejaksaan dengan

an | | 1an/e§ta1ﬂ|! af

i atas:

Dokumen pendukung seperti na!skah| akademis,
pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, k

kebijjakan tersebut L .
atas peraturan, lTéputusan atau

Masukan-masukan dari berbagai piha
kebijakan tersebut

au kebijakr:}I} |

'kajian atau
eputusan atau

Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keput—usan atau

kebijakan tersebut

Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tlersebut
Peraturan, keputusan dan/atau kebl}akan yang telah dltclerb1tkan
Seluruh informasi lengkap yang wajib dlstlakan dan d1umumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

Informasi tentang organisasi, administrasi, ke egawaian,

Pedoman pengelolaan organisasi, admiru's asi, personil

Profil lengkap pimpinan dan pegawc
karir atau posisi, riwayat pendldlkan
yang pernah diterima

Anggaran Kejaksaan secara umum maupun anggaran

unit pelaksana teknis serta laporan keu

Data statistik yang dibuat dan dikelola|

angannya
oleh lKe]aksaan,

pendukungnya;
Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kejaksaan dalam rangka

i yang mellputl ]
pen hargaan;‘ dan sankst ber?”

dan! keuangan

an keuangan
nama, riwayat

i
secara khusus
|

pihak ketiga ber1l<ut dokumen



4
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Y
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

i J
|l ;i!]w :

an dan/atau

g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitk dikeluarkan
berikut dokumen pendukungnya, dan| laporan penaatan izin yang
diberikan; ' '

h. Data perbendaharaan atau inventaris;

i. Rencana strategis dan rencana kerja Kejaksaan;

j- Agenda kerja pimpinan satuan kerja Kejaksaan; £

k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi| Publik yang
dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani
layanan Informasi Publik beserta kuahflkasmya, anggaran layanan
Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggarlan yang d1t9mukan dalam
pengawasan internal serta laporan penindakannya;

m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
masyarakat serta laporan penmdakannya, ‘ |

n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang di ‘akukelm,, ] j, I |

o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan| terbuka”bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
Informasi Publik; !‘

p- Standar pengumuman informasi serta merta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12; [

q- Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Kejaksaan dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum;

r. Surat-surat yang terkait dengan kegiatan penanganan perkara Pidana,
Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksa‘an; | i

s. Informasi Publik lain berdasarkan persetujuan PPID sepanjang tidak

Format Daftar Informasi Publik sebagaimana
angka 1 diatur dalam Lampiran 1 sebagai bagian ¥
Peraturan ini. |
Pembuatan dan pemutakhiran Ddftar Inforrna
dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan sekurang—ku
sebulan. A1

termasuk Informasi Publik yang dikecualikan. -

dima

1 Pu

i

Bagian Keempat

B =

Informasi Publik Yang Dikecualikan

ataul

Pasal 15

PPID merahasiakan informasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang;
Publik. _

Informasi Publik yang dikecualikan atau dirak
pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang
kepada pemohon Informasi Publik dapat:

a. menghambat proses penegakan hukum;

unda

ksud pada a {
ang tidak te

lik sebagairrf'
angnya 1 (sat
R

" 1
I,

at (1) huruf a
pisahkan dari

ind dimaksud
u} kali dalam

Dirahasiakan

yang dikecualikan atau dirahasiakan
ng Keterbukaan Informasi

lasiakan sebagaimana dimaksud
apabila dibuka atau diberikan
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—
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mengganggu kepentingan perlindungan hak a'las kekayaaﬁ intelektual dan -

b.
perlindungan dari persaingan usaha tida seh%t; i
c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
d. mengungkapkan kekayaan alam indonesia yang dilindungi;
e. merugikan ketahanan ekonomi nasional; |
f. merugikan kepentingan hubungan luar nPgen I rt ,
g. mengungkapkan isi akta otentik yang b rs1fat ribadi, maijuan akhir ataH

wasiat seseorang, dan informasi pr1bad1 lainnya kecuali atas persetu]uan
yang bersangkutan dan pengungkapannyal berkaitan dengan posisi
seseorang dalam jabatan publik;
h. memorandum atau surat menyurat antar dan intra kejaksaan yang
menurut sﬁatnya dikecualikan; l
i. informasilainnya yang wajib dirahasiakan berdasarkan undang-undang.

Pasal 16 '

Informasi Publik yang dikecualikan atau dirahasiakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 berdasarkan pengujian konsekuensi, meliputi:
1. Informasi Publik yang apabila dibuka atau d1ber1| an kepada pemohon dapat
menghambat proses penyelidikan, penyldlkcm dan penuntutan suatu tindak
pidana, antara lain: '

a. Berita Acara Pemeriksaan sebelum dlbc cakan daIam pe151dar_1gan yalng

bersifat terbuka; 1

b. Surat Dakwaan sebelum dibacakan dalam: permdanﬂgan yai.ng bersifat
terbuka; : B

c. Surat Tuntutan sebelum dibacakan dalam persidangan yang bersifat
terbuka; '

Rekam medik tahanan;
Barang bukti dan tempat penyimpanannya;
Tempat, waktu, petugas, dan pelaksana eksekusi hukuman mati
Proses dan materi penyelesalan sengketa perdata diluar pengadllan atas
permintaan lawan
2. Informasi Publik yang apabila dibuka atau ct erikan kepada hemohon dapat
mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ ata korban yang
mengetahui adanya tindak pidana;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada emohon dapat
mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana- énq:ana yang
berhubungan dengan pencegahan dan pemngam| n segala bentuk kejahatan
transnasional; : ‘ !
4. Informasi Publik yang apabila dibuka atau deerii:an kepa<|;1a I ohon dapat
membahayakan keselamatan dan kehidu}ljan B enegak | Whuk‘ m dan/ at'lau|
i I

© "o o

ot

keluarganya; | 1o/ Iz

5. Informasi Publik yang apabila dibuka atan dllberlkan kepada pemohon dapat
membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau _prasarana penegak
hukum;

6. Informasi publik lainnya yang harus d]'_kequalian atau| ; dirahasiakan
berdasarkan pengujian konsekuensi oleh PPID.




%
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Pasal 17

PPID merahasikan identitas tersangka, identitas terdakwa, identitas korban,
identitas saksi, pekerjaan, alamat, dan informasi lainnya yang dapat mengungkap

informasi pribadi dalam perkara:

a. Tindak pidana kesusilaan dan kekerasan dlalam‘rumah tangga;

b. Tindak pidana yang pelakunya adalah anak; o

c. Tindak pidana yang menurut undang-undang perlindungan $aKsi dan
korban harus dilindungi; - | ;

d. Tindak pidana lainnya yang proses persidangannya dilakukan secara
tertutup.’ '

Pasal18 | :

1

|
n

(1) PPID melakukan pengujian konsekuensi yang tlmbul apabila suatu informasi

2

o)

(1)

4)

" diberikan dan setelah mempertimbangkan c}engan seksama ‘rl)ahwa dengan
menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentmgan yang lebih besar

‘daripada membukanya atau sebaliknya sebelum menyatakan stzatu Informasi

Publik dikecualikan atau dirahasiakan.

Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diaturl dalam Pasal 15 ayat (2).
Pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada |Pasal 15 ayat (2) huruf h
dilakukan dengan menyebutkan ketentuan undang—undang secara jelas dan
tegas yang menyatakan bahwa informasi tersebut wa]1b d1rahas1|akan
Pengujian konsekuensi sebagaimana dlmaksud paila ayat (1) d1lakukan PPID
dengan bantuan Pejabat Informasi dan/atau J:Jetugas informasi pada masing-

masing satuan kerja. , :

Pasal 19 l
Alasan pengecualian sebagai hasil pengujiar kq!n.?ekuerlm !Llh angkan secara
tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas| permohonan
Informasi Publik dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak.
Dalam hal suatu salinan dokumen Informasi Pub}lk yang akah diumumkan
atau diberikan kepada Pemohon Informasi |Publik rnengand}mg Informasi
Publik yang dikecualikan atau dirahasiakan, PPID terlebih dahulu
menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan atau
dirahasiakan tersebut.
Dalam hal - dilakukan penghitaman atau, pengaburan infﬁormasi, PPID
memberikan atau mencantumkan alasan dan materinya pada masing-masing
hal yang dihitamkan atau dikaburkan. E ,
Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu sali1|1an Dokumen
Informasi Publik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses
publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Infoi rmasi Publik t'ers‘l,ebut.




-
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(1)

2

1)
2

@

@

@
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Bagian Kelima .
Informasi Publik Lainnya Berdasal['kan Permohonan

Pasal 20

PPID berkoordinasi dengan Pejabat Informasi untuk memberlkan Informasi
Publik yang belum tersedia dalam Daftar Informa{s1 Publik kepada pemohon

informasi.
Pemberian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mempertimbangkan bahwa Informasi Publﬁ( yang dimghonkan bukan

termasuk informasi yang dikecualikan. . !

_ BABV | | |
STANDAR LAYANAN INFOTMAS[ PUBLIK ‘

AR
Bagian Kesatu ’ l
Layanan Pengumuman Informasi Publik

Pasal 21 !

PPID mengumumkan Informasi Publik. yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs
resmi, papan pengumuman, maupun media lainnya dengan caza yang mudah
diakses oleh masyarakat. i
Pengumuman informasi sebagaimana dlmak ud pada ayat (1) menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudgh dipahami, serta dapat
penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dilsampaikan
dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan| kemampuan
berbeda untuk memperoleh Informasi Publik

_PasalZé | l | ‘ H'l ' }i

PPID mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta di

lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud |dalam Pasal 11 dengan

menggunakan bahasa yang mudah dipahlami, media yang tepat, dan

disampaikan tanpa adanya penundaan

PPID mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi

keadaaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan

menyediakan - sarana prasarana bagi penyebarlluasan informasi keadaan

darurat. ;

PPID memastikan pihak penerima izin dan/ atau perjanjian kerja dari

Kejaksaan yang kegiatannya berpotensi menganc ha]at hidup orang banyak

serta ketertiban umum agar: l i

a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaaan darurat kepad plg.hak—pihak
yang berpotensi terkena dampak;

I
'
| |
: i
" | i
i I |‘} 'EL”\ ‘ | | i




(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan

@)

(3)
4)

®)

6)
)
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b. menyediakan

Bagian Kedua
Layanan Permohonan Informasi I

Pasal 23

tertulis.

Dalam hal permohonah diajukan secara tertulis, pemohon:

sarana dan prasarana
penyebarluasan informasi serta merta.

yarig menjadi

>ublik

) |
L
secara tertu

bagian dari

lis latau tidak

a. mengisi formulir permohonan atau membuat surat permohonan; dan
b. membayar biaya salinan dan/atau penglrlman informasi apabila

dibutuhkan.

Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan
permohonan Informasi Publik tercatat dalam formuhr permohonan.

Formulir permohonan sekurang-kurangnya memua

Nomor pendaftaran;

Nama;

Alamat;

Nomor telepon/e-mail;

Rincian informasi yang dibutuhkan;
Tujuan penggunaan informasi;

Cara memperoleh informasi; dan
Cara mendapatkan salinan informasi.

Surat permohonan sekurang-kurangnya me

Nama;

Alamat;

Nomor telepon/e-mail; ,
Rincian informasi yang dibutuhkan;
Tujuan penggunaan informasi;

Cara memperoleh informasi; dan
Cara mendapatkan salinan informasi.

SIS

Format formulir permohonan sebagaimana tercantum pada La
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan I eraturan ini.

PPID dapat mengembangkan sarana permohonan 1nforma51
menggunakan teknologi komunikasi yang efel

Pasal 24

Petugas Meja Informasi melakukan klarifikaet.i‘ uritl
informasi apabila formulir permohonan
lengkap selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerjq s€j

B
uLlat:l i

ctif b?llgl pemohon

t:

Ji% .

k melengka

lE\taulafurat' peIrm *1
permohona diterima. ,

Dalam hal formulir permohonan atau surat permohonan
tersebut Gtialam register

Petugas Meja Informasi mencatat permohonan

permohonan.

mpiran 2 yang

dengan
informasi.

!
1 permohonan,
onan belum;

|
lah lengkap,



(3) Petugas Meja Informasi memberikan formuli

(4)

6)

@

I

nomor pendaftaran kepada pemohon inform‘?si sebagai
permohonan Informasi Publik pada saat pérmohonan diterima dalam hal
permohonan diajukan secara langsung.
Dalam hal permohonan diajukan secara tidak langsung,
Informasi menuangkan permohonan tersebut dalam formulir permohonan dan
mengirimkan formulir permohonan yang t(l‘elah diberi nomaor pendaftaran
kepada pemohon informasi sebagai tanda buklti permohonan Informasi Publik.
Dalam hal permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak memungkinkan bagi Petugas Meja Informasi juntuk segéra mengirimkan

formulir permohonan yang telah diberi nomor,

pendaftara

formulir pendaftaran tersebut dapat diberjkan'|bersamaan

pemberitahuan tertulis atau bersamaan den
yang dimohon. -
Petugas Meja Informasi menyimpan salinan

diberikan nomor pendaftaran.
Register permohonan sebagaimana dimaksud ‘pada ayat
kurangnya memuat:

o

=

- L NI N

Nomor pendaftaran permohonan;
Tanggal permohonan;

Nama Pemohon Informasi Publik;
Alamat;

Pekerjaan;

Nomor kontak;

Informasi Publik yang diminta;

Tujuan penggunaan informasi;

Status informasi untuk mencatat apakah i
penguasaan Kejaksaan atau telah didokun
Format informasi yang dikuasai;

Jenis permohonan untuk mencatat apa

melihat atau mendapatkan salinan informasi;

Keputusan untuk menerima, menolak, m
atau Kejaksaan lain apabila” informasi
kewenangan Badan Publik lain atau Keja

Alasan penolakan bila permohonan Informasi Fublik ditola

gan pe

IJorrm lir permohonan

o mi

nfor
wentasikan;

kah

nyar

saan|lainnya; | Hl

ang ||diminta beradj

|

¢ permohonan yang telah diberi

ttanda bukti

Petugas Meja

n, pengiriman
g
dengan surat

ngiriman Infé)rrlnasi Publik

|

yang telah.
]

2) ! sekurang-'

I asi sudah b(:;:rada di bawah

!

'Pemohon Informasi ingin

nkan ke Bad aanuink lain

di bawah
Pl

k; :

Hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian informasi; dan
Biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan 'Informais'i Publik yang

diminta.

Format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat
pada Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
~ Peraturan ini.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik b
mengetahui Informasi Publik, Petugas Meja In

a.

Pasal 25

memberikan akses bagi Pemohon untuk

ermaksud  untuk
formasi:

melihat Informa

melihat dan

51 Publik yang




~1

;

D

y

'%hh i | |

| I
dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau
memeriksa Informasi Publik yang dimohon; '

b. memberikan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan
Informasi apabila permohonan untuk melihat atau mengetahui Informasi
Publik ditolak; dan

c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta
formulir keberatan apabila dikehendaki. | :

Dalam ha! Pemohon Informasi Publik meminta |salinan 1nf0rrnas1, Petugas

Meja Informasi: |

a. memberikan akses untuk melihat dan/ a.tau memenksa informasi publik
yang dibutuhkan, dalam hal pemohon i 1ng1n mehhatnya terieblh dahuly;

b. memberikan  salinan  informasi yang dibutuh setelah
mempertimbangkan bahwa informasi yang| diminta bt kan termasuk
informasi yang dikecualikan; |

c. memberikan Surat Keputusan PPID tentang PenolakaE Permohonan

Informasi apabila permohonan salinan Inform s1|Pub11k|1d1t ak;dan |

d. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta

formulirnya bila dikehendaki pemohon. |

i
{
i
Pasal 26 ‘ ‘ i

Petugas Meja Informasi memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon

Informasi Publik. -

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud paclla ayat (1) be‘risikan

a. Apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaan
Kejaksaan atau tidak; |

b. Memberitahukan Badan Publik. atau Ke]aksaan mana yang menguasai
informasi yang diminta dalam hal inf rmasi tersebut idak berada di
bawah penguasaan Kejaksaan yang dituju oleh|Pemohon Informasi Publik;

¢. Menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikjut alasannya;

d. Bentuk Informasi Publik yang tersedia; | | T |

e. Biaya dan cara pembayaran.untuk mendapatkan Informasi Fublik yang
dimohon; IL, ’I |

f. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Inforrnasi Publik yarlI |
dimohon; |

g. Penjelasan atas penghitaman/ pengaburan informasi yang dimohon
apabila ada; dan | |

h. Penjelasan apabila informasi tidak dapat ¢ Hibertkan karena belurn dikuasai
atau beJum didokumentasikan.

Dalam hal Informasi Publik yang dimohon dapat diberikan baik sebagian atau
seluruhnya pada saat permohonan diajukan, , Petugas Meja Informasi

" menyampaikan surat pemberitahuan tertuhsl beserta informasi publik yang

®)

dimoheon, | '

Penyampaian Pemberitahuan tertulis dan Ir orn'lla51 Publik 3lzang dimohon
dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) harj kerja sejak | permohonan
diterima. |

Dalam hal permohonan Informasi Publik dikenakan -bidya perolehan

i '
| I |
1, !
\ !
. : ul ‘
et ! : : ;o
I




®
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informasi, jangka waktu penyampaian informas1 publlk sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk waktu yang digunakan pemohon
dalam membayar biaya perolehan informasi. |

(6) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

@)

3)

(1)

@

(@)

sebagaimana pada Lampiran 4 yang mempgllkan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan.ini. | |

Pasal 27 ' | ;

Petugas Meja Informasi dapat memperpanjang p yampa1| n pemberitahuan,
tertulis dan penyampaian Informasi Pubhlj ari'] ngka w Akt seLbagaimana|
dimaksud pada Pasal-26 ayat (4) selambat—lambatnya 7 (tu]uh) hari kerja dan
tidak dapat diperpanjang lagi.
Perpanjangan waktu sebagaimana d1maksu‘d pada ayat (1) :hanya dapat
dilakukan apabila PPID belum menguasai ata mer'lldokumentasrikan Informasi
Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi
yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau dirahasikan.
Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memberitahukan secara ‘tertulis beserta alasannya pada saat  alasan
perpanjangan ditemukan. ' | E

Pasal 28 !
Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID melaluL iPetugas Meja
Informasi menyampaikan pemberitahuan telrt-uhs bersamaan | dengan Surat
Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi. !
Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi sebagaimana

Keputusan pengecualian dan penolakan.informasi;

Alasan pengecualian; dan

Konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi. |
Format surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud| pada ayat (2)
terdapat pada Lampiran 5 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini. |

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mernuat:

a. Nomor pendaftaran permohonan; - H i
b. Nama; !

c. Alamat;

d. Pekerjaan; |

e. Nomor telepon/email; - T '

f. Informasi yang dibutuhkan;

g.

h.

i.

Pasal 29

Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik ti rdiri dari: I

a. Biaya penyalinan Informasi Publik | ’I.‘ | ‘ flﬂ\ ‘ii |

b. Biaya pengiriman Informasi Publik J ‘

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
I




[t ]

&)

o)

2

(1)

standar biaya yang berlaku umum.
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il

Standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan Informa31 Publik
diatur berdasarkan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Ketiga

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

- Pasal 30

berdasarkan Peraturan ini dan peraturan perun

Jang-un

n |di bidang

PPID membuat dan mengumumkan maklu }at p|=1ayanar%1 éorrr lasi Publik
an

pelayanan publik. r '
Maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimat

sekurang-kurangnya memuat:

i.

Format maklumat pelayanan sebagaimana ¢
dalam Lampiran 6 sebagai bagian yang tidak t

BAB V1
TATA CARA PENGELOLAAN|KEBERATAN .
) b .
Bagian Kesatu! ‘ il Tm' 1l
Pengajuan Keberatan b
Pasai3l | |
Pengajuan keberatan dapat dilakukan dalam hal ditemukannya :iﬂasan sebagai
berikut:
a. Penolakan atas permohonan Informasi Publik dengan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 1'7
b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaumana dimaksud dalam
Pasal 10; i T
c. Tidak ditanggapinya permohonan Informas1 Pubhk |
d. Permohonan Informasi Publik dltang api |tidak sebagaimana yang
diminta; r
e. Tidak dipenuhinya permohonan Informas; Publik;
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ aglau | |
g. Penyampaian Informasi Publik yang mélebihi waktu yang |diatur dalam

P e e o e

Dasar Hukum;

Pemohon Informasi Publik;

Kejaksaan Republik Indonesia;

Tata Cara Permohonan Informasi Publik;
Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
Tata Cara Pelayanan Informasi Publik;
Tata Cara Mengajukan Keberatan;

Tata Cara Pengelolaan keberatan; dan
Saran dan Masukan;

Jimalk sud pada ayat (1) diatur
erpisahkan dari Perat-uran ini.

|

[ i

1 d1rnal<sudI ada ayat (1) ‘



-t

"

k.’
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Peraturan ini.

: Al
: j fil‘l

(2) Pengajuan keberatan dengan alasan sebagaimana pada aya

ditujukan kepada Penanggungjawab Ke]aksaan Agung
Kejaksaan Agung.
(3) Pengajuan keberatan dengan alasan sebagaimana pclida ayat (1) lrlturuf b sampai
dengan huruf g ditujukan kepada Penanggungjawab di masing-masing
tingkatan Kejaksaan dimana Permohonan diajukan.

Pasal 32

[

LS

.
1
(1) huruf a
PPID

T — o

melalui

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir Keberatan yang
disediakan oleh Petugas Meja Informasi
keberatan.

(2) Dalam hal penga]uan keberatan disampaik |
melalui Petugas Meja Informasi membantu Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya untuk

dan memberikannya nomor register keberataI. 1
elall' i

(3) Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan

)

©)

permohonan tersebut dalam formulir pengaju
(4) Dalam hal materi pengajuan keberatan sebagaim

atau surat pengajuan keberatan belum lengka
pengaju keberatan selambat-lambatnya 3 (tig
surat permohonan keberatan diterima.

Waktu yang dibutuhkan pemohon untuk melengkapi formulir keberatan atau
surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dihitung sebagai jangka waktu pemberlan tanggapan atas keberatan
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. |

Formulir keberatan sekurang-kurangnya merm

W

e

~

Nomor registrasi pengajuan keberatan;
Nomor pendaftaran permohonan Informa
Tujuan penggunaan Informasi Publik;

uat:

51 Publik;

atau | melalui surat pengajuan

an s cara tidak Jertuhs, PPID

mengisikan form In; keberatan

sufat, ‘PID rnenuangqu}'
an ke eratan. | :

ana dalam formuhr keberatan
p, PRID mengklar1f1kas1 kepada
a) han kerja sejalk

Iformuhr atau

l

r

Identitas lengkap Pemohon Iriformasi Publik yang menga]ukfim keberatan;
ik yang rnenga]u kan keberatan

Identitas kuasa Pemohon Informasi Pub
bila ada;
Alasan penga]uan keberatan;

Kasus posisi permohonan Informasi Publik;

Tuntutan keberatan yang dimohonkan;

Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yai

l %|4I.a

ng diisi oleh

I
‘ EII‘I

petugas;

Nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan; dan

| |

Nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan/keberatan

(7) Surat pengajuan keberatan sekurang-kurangnya memuat:
Nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

Tujuan penggunaan Informasi Publik; !

r

Identitas lengkap Pemohon Informasi Pubhk yang mengajukan keberatan

atau kuasanya, .
Alasan pengajuan keberatan;




®
©)

1
@)

1

2)
(3)

4)

(1)
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e. Kasus posisi permohonan Informasi Publik; | |
f. Tuntutan keberatan yang dimohonkan;

g. Nama dan tanda tangan Pemohon atau kuasany
[ |

Format formulir keberatan sebagaimana dim ksﬁfd!;‘ ada ayqﬁi-(6) Iﬁlerdapat pada
i .

Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisa an dari Phratir n ini. ! | |
Format formulir keberatan sebagaimana dima,ksud‘pada ayat (6) berlaku pula
dalam hal PPID menyediakan sarana pengajuan keberatan i melalui alat
komunikasi elekironik. i J ’
|

Pasal 33 !

PPID mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertat dengan nama,

alamat, dan nomor kontak keberatan. |
PPID mengembangkan sarana komunikasi |yang efektif dalLa'm menerima

keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya|yang dimiliki Kejaksaan.

Bagian Kedua ;
Registrasi Keberatan

Pasal 34

l
‘IR A
PPID melalui Petugas Meja Informasi memberikan tanda teri ma pengajuan
keberatan berupa formulir keberatan kepada pengaju keberatan atau kuasanya
pada saat pengajuan keberatan dilakukan dalam hal keberatan diajukan secara
Jangsung. '
Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan melalui surat tercatat, PPID melalui
Petugas Meja Informasi menuangkan dalam formulir keberatan.
Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
pengaju keberatan sebagai tanda terima selambat-lambatnya bersamaan
dengan pengiriman surat tanggapan atas keberatar. Cg .
Petugas menyimpan salinan formulir keb'era@;an sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) sebagai berkas kelengkapan register keberatan.

" Pasal 35

Petugas Meja Informasi mencatat pengajuan keberata;n dalam register
keberatan pada saat permohonan diterima. 4 '

Register keberatan sebagaimana dimaksud ada‘ a'\‘yeg't (1) sé;tﬁgllra.lr1@,J kurangnyal
memuat: ! ’- I
a. Nomor registrasi pengajuan keberatan; | .
b. Tanggal diterimanya keberatan; | - .
c. Identitas lengkap Pemohon Informasi Rublik dan/atau kuasanya yang
mengajukan keberatan; !

Nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

Informasi Publik yang diminta;

f.  Tujuan penggunaan informasi;

® o



4||\‘

o A

40

of
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(1)

Tuntutan keberatan yang dimohonkan;
Keputusan Atasan PPID;

Hari dan tanggal pemberian tanggapan ata
Nama dan posisi atasan PPID; dan
Anggapan Pemohon Informasi.

o e

1 l 1 t II l”\i

S keb'eratan;

I [

Alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat

(3) Format register keberatan sebagaimana dnnaksud Il)ada ayat (1) terdapat pada

(2)

Lampiran 8 yang tidak terplsahkan dari Peraturan i

Bagian Ketiga

Tanggapan Atas Keber

Pasal 36

‘I

ll - " '

atan’

Penanggungjawab yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat
(2) dan ayat (3) memberikan tanggapan atas keberatan dalam bentuk
keputusan tertulis dan disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya selambat-lambatnya 30 (tu]uh) hari kerja

sejak diterimanya pengajuan keberatan.

}

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang—kurangnya

memuat:

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

Nomor surat tanggapan atas keberatan;

b.
c. Tanggapan/jawaban tertulis terhadap keberata
d. Perintah kepada PPID, Pejabat Informasi, PeI

Petugas Meja Informasi di bawah kewe1|
diterima; dan

e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud
yang tidak melebihi jangka waktu 30 (tIgapquh) hari 1<er]:

dimaksud pada ayat (1). -

BAB VII

jlangannya

ol

LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 37

Penanggungjawab pada Kejaksaan Tinggi dan

di Kejaksaan Agung selambat-lambatnya
pelaksanaan anggaran berakhir.
Penanggungjawab di Kejaksaan Agung mer

1 3

nyang diajuk?n,
tugas Informasi, dan/ ataut
dalam

N
pada huruf'd
a sebagaimana

rll keberatan

|

I
Ke]aksaan Negeri membuat dan
menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PeHangglmg]awab

1 (st;ltu) bulan

buattlaporan lay

Publik Kejaksaan untuk disampaikan kepada Jaksa Agun 18

kepada Komisi Informasi Pusat selambat-I;
tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

ba ya 3 (t;ga)

setélah tahun

inan Informasi
n [salinannya
_}an setelah]

(3) Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan



[t

,:3

(4)

(%)

(6)

(1)

-93 .

ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

1

a. Gambaran umum kebijakan pelayanan InformaJu Pubhk
b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik

beserta kondisinya;

beserta kualifikasinya; dan

|
N
1
4

yang dimiliki

2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan In_fiormam Publik

3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
c. Rincian pelayanan Informasi Publik yang meliputi:
1. Jumlah permohortan Informasi Publik;

2. Waktu yang diperlukan dalam rhemenuhi setlap

Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan

atau seluruhnya; dan

4. Jumlah permohonan Informasi Publik
d. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Fubli
1. Jumlah keberatan atau banding atas keiberatan yang dite

yangjditolak bese

, meliputi:

permohonan

‘ baik sebagian

rta a:tlasannya.

H

ima;

2. Tanggapan atas keberatan atau |banding atas keberétan yang

dikeluarkan dan pelaksanaannya oleh
3. Jumlah permohonan penyelesaian sen

berwenang;
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan

Publik;

Ke]a saan,
gketl ke Komisi ]rr.folrmasi yal:lg

f '

ajudikasi Komisi Infformasi yang
berwenang dan pelaksanaanya oleh Kg:]aksaan, :
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadﬂan, dan
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh kejaksan.
e. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi

¥

f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas

pelayanan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik sebagairnana

dalam bentuk:

dimaksud

ayat (1) dibuat

a. Ringkasan umum mengenal gambaran pe1a1< sanaan layanan Informasi

Publik; dan

b. Laporan lengkap yang merupakan gambaran

Informasi Publik.

Ringkasan umum sebagaimana dimaksud p| daj ayat (4) huruf
bagian dari Informasi Publik yang wajib d1% dxalTan dan

berkala.

|
1

utuh pelaksanaan layanan

a merupakan

#[ li;un:lkan Secairgl
!

Laporan lengkap Layanan Informasi Publik sebagalmana dimaksud pada ayat

saat.

Pasal 38

(4) huruf b merupakan bagian dari Informasi Pub11|k yang waji

ibl tersedia setiap

Penanggungjawab sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat
koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi

Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini sekurang-ku

dalam 3 (tiga) bulan.

rangnya sekali



ht J

h

(2) Penanggungjawab di

Kejaksaan Agung

melaporkan

perkembangan

pelaksaaan Peraturan ini kepada Jaksa Agung .clsekurangfkui*angnya sekali
dalam 1 (satu) tahun.

Permohonan Informasi Publik yang masih da
Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

'f ..“

)

Jam proses pelaya1
ketentuan seba a1mana diatur

!
|
|

I

nan pada saat

dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku se:belumnya dan
Keputusan Jaksa Agung tentang penunjukan I PPID: sementara di Kejaksaan,

(2)

Sengketa Informasi Publik yang terjadi sebeliim Peraturan ini mulai berlaku,

diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang telah berlaku sebelumnya dan Keputusan Jaksa Agung
tentang penunjukan PPID sementara di Kejaksaan.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, peraturan ﬁran

KETENTUAN PENU]

BAB IX

Pasal 40

TUP,

'

te’rka:it dLng

dan pelayanan Informasi Publik masih tetap berlaku sépan]ang tida
dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 41 ‘

“an

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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LEMBAR KONTROL

PEJABAT

TANGGAL |

PI —~JAKSA AGU

Sesjam [ntel

19- 8~

PARAF
Direktur

If- o -2

Kasubdit %

([ G2t

Ve

Kasi ) B

W -yt

Pelaksana

[T kel U\/%b

plo]s|e]e]

Pengetik /P-

§- (-0

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jakarta
125
G

Agus
REPUBLIK I

f i|:1

|
|

Ik

|

HENDARMAN SUPANDI]I

n pengelolaapl

bertentangan

tus 2010
NDONESIA



PENJELASAN ATAS

PERATURAN JAKSA AGUNG REPHBLIHIT INDONESI

NOMOR: PER-
TENTANG

JA/JA/08/2010

>_

F

PELAYANAN INFORMASI PUBLI Dﬁ:| (E]AIKSf"‘,'-\AN i | ‘
[l h l i l

REPUBLIK INDONE|SIA

. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
mengamanatkan Badan Publik untuk membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah o!leh setiap orang |dalam rangka
menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan
tidak menyesatkan.

Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan sa ah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejak

satu Badan ;Fu:blik, yang
aa;n Republik

Indonesia adalah lembaga eksekutif yang melaksanakan kekuasafml negara di

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdas rkan| Undang-!_Und ng.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewen ngﬁ!a secara tr
akuntabel, Kejaksaan perlu menyelenggarakan pemenuhan hak atas|i

1

publik yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Inda!nesia tentang
Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republi Ind_‘TJnesia. Azasdari Peraturan
Jaksa Agung ini adalah bahwa setiap Informasi Publik di Kejaksaan bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna-Informasi Publik; Informasi
Publik yang dikecualikan di Kejaksaan bersifat ketat dan terbatas; dan setiap
Informasi Publik di Kejaksaan harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi
Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dari cara sederhana.

Peraturan ini bertujuan untuk:
a.

b.

memberikan standar bagi Kejaksaan d
dan pelayanan Informasi Publik;

lam |melak&zanaka]ln pengelolaan

meningkatkan pelayanan Informasi [ublik oleh Kej _Iksaan untuk

menghasilkan layanan yang berkualitas;

menjamin pemenuhan hak warga negara

Informasi Publik di Kejaksaan; dan

menjamin terwujudnya tujuan penyelegg%ellﬁ
-Un

Publik sebagaimana diatur dalam Undan
Publik.

erloleh akses

|
an Informa’si‘
I

=]

tuk me
‘r ]

an Ketes ] u ]

lang Ketérbu aan Informa!‘s‘i

| ;
!.
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II. PASAL DEMIPASAL

Pasall

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) )
Cukup jelas.

Ayat (3)
‘Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

s —— ——
I

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
N DOKUMENTAS] HUKUM
| KEJAKSAAN AGUNG
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Pasal 5

Pasal 6

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Cuku;; jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Huruf b

Huruf ¢

Huruf d

Hurufe

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

"Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a
Hurufb
Huruf c

Huruf d

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

| ‘
iy

1
|'

i

i




b

b

Pasal 7

Ayat (5)

Hurufb

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf
Cukup jelas.

Huruf a

-

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (6) -

Ayat (7)

Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)

Huruf a :
. Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

~ Cukup jelas.

Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

N ?L’Hi
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Pasal 8

Pasal 9

Ayat (5)

Ayat (1)

Ayat (2) -

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (1)

- Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Huruf d
Cukup jelas. i L

)

Huruf e
Cukup jelas. ‘ ‘ ’

’il
Cukup jelas.

.

Cukup jelas. .
Cukup jelas.
Cukap jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. | III ] ﬂh

Cukup jelas. |

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. .
L
Lol

|

"' 4 }
Petugas meja informasi di Re]ak‘aeln 'll"inig'lg;i an Kejaksaﬁillﬁ
Negeri dapat dirangkap oleh petugas piket yang membantu
dalam pelayanan Informasi Pubhk yang pela sanaannya di
bawah koordinasi PPID. PFID engembangkan kapasitas
petugas piket selaku petugas meja 1 informasi. %I

Ty —




Pasal 10

Ayat (1)

-6-

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huzruf c

= Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf £

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j | .

Cukup jelas.
Huruf k -

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Hurufn

Cukup jelas.
Huruf o

Cukup jelas.
Huruf p

Cukup jelas.

[ —

i&l&’tf
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i
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(\;
h Pasal 11
b
Pasal 12
O Pasal 13

‘s

Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r 7 i| E i | _
Yang dimaksud dengar} rekapitt
perkara meliputi: jLlela 2 perkara ya
yang diselesaikan, jenis perkara
penanganannya. ;
!
Hurufs -~
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u, ,
Cukup jelas. |
Ayat(2) |
Cukup jelas. . |
o
Cukup jelas. |:| | 1‘ '[|"!'
Huruf a ) .
Cukup jelas. i
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
|
Ayat (2) |
Huruf a ,
Cukup jelas. '
Huruf b III i ‘i l”
Cukup jelas. | I ]
Huruf c !
Cukup jelas. ,
Huruf d |
Cukup jelas.

Hurufe

!

dan

t
|
'
i
|
|

.pelnyelesaiéiﬂ'
ng masuk dan

|y

§
I

statuas
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Pasal 14

Ayat (1)

Huruf £

Huruf g

Huruf a

-Huruf b

Huruf ¢

Huruf d

Huruf e

Huruf £

Huruf g

Huruf h

Huruf i

Huruf j

Huruf k

Hurufl

Huruf m

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas:
éukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

s;}in
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Pasal 15

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (1)

Ayat (2)

f]:rkmt dengan |
n

dan perdata

Hasil Penelttran Berkas

than

ﬂ'am persidangan

cakan  dalam

Pengadzlun

dibacakan dalim persidangan

Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p ‘.
Cukup jelas.
Hurufq -
Cukup jelas. |
Hurufr . | _ J ' J,
Yang dimaksud Aurat- Ilurat yarlg
kegiatan penanganan perkara pida
di Kejaksaan, misalnya: '
1) Surat Pemberitahuan Ii)zmulamya Penyidikan
2) Surat Pemberztfhuan
Perkara
3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan
4) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
5) Surat Pelimpahan Perkam
6) Surat Perintah Penahanan
7)  Surat Perintah Pen Jztaan/Penggeledl
8) Surat Pencekala |
9) Surat Dakwaan setelahl dibacakan da
10) Surat  Tuntuign  setelah  dib
persidangnan
11) Surat Perintah Pelaksanaan Putusa
12) Surat Gugatan sgtelah
' |
Huruf s | ;"
Cukupjelas. -
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. I
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb i ]




O
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Cukup jelas.

Cukup jelas.”
Huruf ¢ :
' Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
~ Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Hurufh
Cukup jelas. -
Huruf i
'Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.




»
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Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Ayat (4)

Ayat (1)

Ayat (2)

~-11 -

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (3)

~ Cukup jelas.

Ayat (4) -

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (1)

Ayat (2)

~ Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (4) .

Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

|
i
|

3l
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Pasal 23
| A Ayat (1)
Cukup jelas.

¥ Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
~ Cukup jelas.

Ayat (3) :
Cukup jelas.

Ayat (4) ,
Huruf a
m : Cukup jelas.

Huruf b ‘
Cukup jelas.

(" Huruf ¢
- Cukup jelas.

o

Huruf d '
Cukup jelas,

Hurufe
Cukup jelas.

|
]t . I—Iur-uf f

ﬁ : Cukup jelaé.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf ¢

* | Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 24

-13 -

Huruf d .
Cukup jelas. ‘ ‘

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf £

Cukup jelas.

Huruf g -
Cukup jelas.

Ayat (6)
- - Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas. |

Ayat (3)

Yang dimaksud perméhonan diajukan secara langsung adalah -

pemohon datang langsung kepada petugas Meja Informasi.

Ayat (4)

E
Yang dimaksud permochonan diajukan secara tidak langsung

adalah permohonan yang diajukan melalui sarana komunikasi
seperti surat tercatat, surat” elektronik,
sebagainya dimana pemohon tidak datang langsung kepada

petugas Meja Informasi: . |

Ayat (5) |
' Cukup jelas. ‘ L ‘
[

Ayat (6)
Culkup jelas.

Ayat (7)

Hurufa
Cukup jelas.

" Hurufb
Cukup jelas.

|

faksimili, dan

} bt
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-14 - :

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e < |
Cukup jelas.

Huruff - 1.
Cukup jelas. ’ i

Huruf g ,
. Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
- Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas,

Huruf1 | . |
Cukup jelas. } : ‘“

Huruf m g
Cukup jelas. o

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a | .
Cukup jelas. . |

Huruf b
Cukup jelas.
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Pasal 26

Ayat (2)

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf ¢

Hurufa
Hurufb

Huruf c

Huruf d

-15 -

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a
Hurufb

Hurufc

" Hurufd

Ayat (3)

Ayat (4)

Huruf e

Huruf f

Huruf g

Huruf h

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
CUkUI: jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

f
| F’ih
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Pasal 27

Pasal 28

Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (1)

Ayat (2)

-16 -

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

.Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Huruf b

‘Hurufc

Hurufd

Huruf e

Huruf £

Huruf g

Hurufh

Hurufi

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

e

Cukup jelas.
Cukup jelas.
- Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

i

"
L
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Pasal 29

Pasal 30

Ayat (3)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3) |

Ayat (1)

Ayat (2)

=17 -

Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
~ Cukup jelas.

Cukup jélas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas:

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf £

Cukup jelas.

‘Huruf g

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf h

. Cukup jelas.

Cukup jelas.




W

Pasal 31

Pasal 32

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

-18 -

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf ¢
~ Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruf f ,
Cukup jelas.

Huruf g
~ Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelag.

Huruf a
Cukup jelas.

:ir}i‘



®

Ayat (7)

Huruf b
Hurufc
Hurufd
Hurufe -
Hurulf f
Huruf g
Huruf h
Huruf i

Huruf j

Huruf k

Huruf a
Huruf b
Huruf ¢
Huruf d
Huruf e

Huruf f

-19-

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cl%kup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Ayat (8)

" Ayat (9)

Ayat (1)

Ayat (2) -

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf g

Cukup jelas. :

Cukup jelas.

Cukup jelas.

-

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Hurufb

Cukup jelas.

Huruf ¢

Huruf d

Hurufe

Cukup jelas.

" Cukup jelas. ‘

-20-

Cukup jelas. l |

Cukup jelas.

.
.i“
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Pasal 36

Pasal 37

Ayat (3)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (1)

-21-

Huruf £
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Hurufi ~
Cukup jelas.
Huruf j
: Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Hurufl
Cukup jelas.
Cukup jelas.

4@;

Yang dimaksud dengan Perianggungjawab yang-berwenang
adalah pejabat yang dibeti tanggungjawab' memberikan
tanggapan atas keberatan berdasarkan peraturan ini sesuai
dengan alasan keberatan yang ditemukan oleh pemohon,

Huruf a

Hurufb

Huruf ¢

Huruf d

Hurufe

£

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.




Pasal 38

Pasal 39

Ayat (2)

Ayat (3)

Huruf ¢

Ayat (4)-

Ayat (5)

Ayat (6)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (1}

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

». |

Cukup jelas.

Hurufb =

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas. |

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruf {

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.




Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

L
| "
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LAMPIRAN 1

PERATURAN JAKSA AGUNG RI
Nomor :PER- /A/J.Af08/2010.
Tanggal : Agustus 2010

. : DAFTAR INFORMASI PUBLIK*

KETERANGAN : | -

— ~

*Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. PPID" dapat mengembangkan dalam format lain, mlsalnya secara komputer1sa51 yang harus tetap
—dapat-diaksesofelrpublik serta mencakup unsur-ursin

-
A
N LR i

_ _ F o ow
.= —:7 - _———— ——— _——- - —_——— e —— - -



D

LAM

Nompr
Tangeal ,

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN |

IRAIIN 2
PERATURAN JAKSA

el
0RM1 {SI|PUBLIK | E‘ |

: PEIII-

i

y

: Agustus|2010

GUNG RI

'A/Y.A/08/2010

|
||

(RANGKAP DUA) i
|
Logo [nama Kejaksaan (sesuai tingkatannya) dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]
Kejaksaan "’ 5
FORMULIR PERMOHONAIT! INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi peiugas)*: e .

Nama . DY U B eereaterasntarnsrernaenas
Alamat ! bessesarmmmserasavnveranresenaraan
Pckerjaan
Nomor Telepon/E-mail B S S

Rincian Informast yang dibutuhkan

{tambahkan kertas bila perlu)

Tujean Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi**

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

(crerornsnsesensanenesesanns rerreeerensrensnaets )

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan;

o samsamsmuan I LT L LT e T PR

4smasmussssunsuLesssesensERTIng
I
)

........:..: .............. ;
R
errrressertebeessenne

l. |:| Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat**% '

2. D Mendapatkan sallinan informasi (hardcopyfsofltc'opy i

I. I:’ Mengambil Langsung

bl
|

g

g

.... (tanggal/bulan/tahun)

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permchonan Informasi Pubiik

** Pilih salzh satu dengan memberi tanda (V)
**+ Coret yang tidak perlu

Pemohop Inforimasi
i r Wi

1
(eonshecrrensmenirereeasarenes
[ Nama dan Tar d:a Tangan




I~

(I |

Di Balik Formulir Permohonan Informasi
Dicetak informasi berikut:

I1L.

V1.

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh i formz;lsi yang berada|di Kejaksaan kecuali
(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses
penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindbngan hak atas kequaanl intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Mem ahayaf(an pertahanan dan kleamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahianan ekonomi | nasional; Merugikan
kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akia otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum |atau surat-suat antar
va dirahasiakan kecuali ata$ putusan Komisi
tinunlg pkan berd sark} Uhdang—undar}‘g. ()]
n diko m'entasikan. (11
|

Kejaksaan atau intra Kejaksaan yang menurut sifat
Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak bolew : s
Kejaksaan juga dapat tidak memberikan informasi yang elum : ikuasai atat ,:hid

. |
PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI; PERMOHONAN INFORMASI BERUPA

NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASIllPPlD. Bila ta1:1cia bukti permohonan
informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas infoTasi alasannya, mungkin permintaan informasi

anda kurang lengkap. |

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya
permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permechonan
informasi oleh Kejaksaan. Kejaksaan dapat memperpanjlang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x
7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat
diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

“Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan sin%atﬁkeﬁjjméﬁﬁ ‘Pimpinan

Kejaksaan adalah (diisi sesuai’dengin-surat kepufusan Pimpinan Kejaksaafi)/ Peratran Nomor Tahun
tentang Penerimaan Negara Bukén'Pajak | |

......................................................................................................................................................

Lol
Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan I{%Jutus| PPID (rplni‘sal: mer:wlak permintaan
Anda atan memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID sesuai dengan Pasal 31 Peraturandaksaaaﬂ;"gung N o‘..-.“.:Tahuh?’..’-I‘: entang
Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan RI dalam jangka “!raktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan
tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Peruohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register|keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputisan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja

sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik. :
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LAMPIRAN 3
PERATURAN JAKSA AGUNG RI
- =+PER-  /A/J.A/08/2010

‘Nomor -~
Tanggal : Agustus 2010

Didokumen-
tasikan

Soft-
copy

Hard-

copy

Melihat/
Menge-
tahuj

minta
Salinan

Pemberi

- tahuan

Pemberian
Informasi

Cara

Tertulis

l

—~

KETERANGAN:
Nomor
Tanggal
Nama :
Alamat :
Nomor Kontak
Pekerjaan
Informasi Yang Diminta :
Tujuan Penggunaan [xiformasi :
Status Informasi

Bentuk Informasi Yang Dikuasai
Jenis Permohonan

Keputusan

Alasan Penolakan

Hari dan Tanggal

Biaya & Cara Pembayarari :

diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.

diisi tentang tanggal permohonan diterima.

diisi tentang nama pemchon. :

diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.

diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.

diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.

diisi tentang detail informasi yang diminta.

diisi tentang fujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.

diisi dengan memberikan tanda (V). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik atau Kejaksaan lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian

di formulir pemberitahuan tertulis,

diisi dengan memberikan tanda (V).

diisi dengan memberikan tanda (V).

diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.

diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID,

Diisi tentang: i

a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan
waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini
sama dengan penolakan.

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik,

diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

*Format ini adalah format Register Permohonan Informasi Publik secara manual. PPID dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam

format ini.
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LAMPIRAN 4

PERATURAN JAKSA AGUNG RI

Nomor| : PFR— IZ.VAR H/OS/ZOIO
Tanggal : /|  Agustus 2010
I F il T _
| | nL
logo [nama Kejaksaan (sesuai tingkatan) dan alamat, no:m:or telepon, faksimili, emall (jika ada)]
Kejaksaan PEMBERITAHUAN TERTULIS [ ! ’

il '

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal .... bulan ....}tahun| .... dengan nomor pendaftaran® ...,
Kami menyampaikan kepada Saudarai: K
Nama 2
Alamat 3 LU Py P
No. Telp/Email R s . .................
Pemberitahuan sebagai berikut: \
A. Informasi Dapat Diberikan ! I
No. Hal-hal terkait Informasi Keterangan
Publik |
1. | Penguasaan Informasi 0 Kami | I
Publik** O Kejaksaan lain, yaitu.. !
O Badan Publik lain, yalt, . | 1 .
2. | Bentuk fisik yang tersedia** O Softcopy (rermasuk reldaman)' & o |
O Hardcopy/salinan tertulis. |'| ! i‘ ! L
3. | Biaya yang dibutuhkan*** O Penyalinan | Rp....[% ...... (jm!h lembardn) = Rp..L......... i |
' O Pengiriman | Rp.owcden | '
O Lain-lain Rpuorvidne
- Jumlah Rp. ..... |
4. | Waktu penyediaan . hari i L
5. | Penjelasan penghitaman/pengaburan Informa51 yang dlmohorll**** (tambahkan kertals bila perlu)
B. Informasi tidak dapat diberikan karena;**
O Informasi yang diminta belum dikuasai i
O Informasi yang diminta belum didokumentasikan ! :
Penyediaan informasi yang belum didokumentssikan dilakukan|daldm [jangka waktu ...L........ *HEEE
...................... (tempat), e (tanggal/bulan/tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan l)oléumentasi
(PPID) |

(l ..... . 'vlf' ....... )
Nama & Tanda Trangar ’

Keterangan: w
* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
*¥ Pilih salah satu dengan memberi tanda (¥).
k¥ Biaya penyalinan (fotokopi atan disket) dan/atau biaya pen girimén (khusus kurir dan pos) sesuai dengan
standar biaya yang telah ditetapkan. |
#*%%  Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka dlbenkan alasan pengh:tamannya
#kkkk

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.




. | : i i | |
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LAMI’IRAN 5 | P
PERATURAN JAKSA AGUNG |RI
Nomor | :PER-  /A/I.A/08/2010
Tanggal | : Agustus 2010 ,
!
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA): i
I 1
logo [nama Kejaksaan (sesuai tingkatan) dan alarlnat, némor telepon, faksimili, email (jika
Kejaksaan ada)] I i
SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
No. Pendaftaran:® ..........h......
Nama Do T TRITITITY /S PP FETRITISICIT A
Alamat el R | R
No.Telp/Email 1 e R L. | ......
ahnsaduandrddbIrIFR ‘ .. llIII
Rincian Informasi yang dibutuhkan :. ......oevvenini i, I[ii i"‘iJHI Hewofememmenmenenn i{
ITUUPITUTUTSPPPPIIY M SRRLLY PN SO LI 1) DN SRS e

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah

: INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian
Informasi didasarkan

pada alasan R

D Pasal ... Undang-Undang ...

Bahwa berdasarkan Pasal—Pasé.I di atas, membuka Informasi
sebagai berikut: -

T R T L T P R T R P TN IR PR X

Pasal 17 huruf ......... UU KIP atau Pasal!..
Agﬁng Téritang Kéterbukaan Informastubhk

tersebut dapat meni

[ !
I .
ulkan konsekuensi

Dengan demikian menyatakan bahwa: . |

PERMOHONAN INF ORMA%I

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini mak
keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga
Keputusan ini. .

N . ...... (tanggal,

.................................

......................

ohon Informasi dapat mengajukan
puluh) hari kerja sejak menerima Surat

bulan, dan tahun) ****]

Pe]abat Pengelola Informas: dan Dokumentasi

(
Keterangan:
*  Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi perm
e

Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pass
Agimg i Tentdng Keterbitkaan Informasi Pu
w+  Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh
dalam undang-undang lain yang mengecualikan inf¢

pasal dan undang-undangnya).

(PPID)

blik Kejaksaan RI.

PPIDl sesuai dengan
Jrmask
|

¥ Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tent!ang jénl rka waktu ]'pem

sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan lIl.II

K

Nama & Tandatangar

phonan Informasi Publik. L
1117 huruf a - i UU KIP atau Pératiran

pasal pengecualian

yang dimohon [fersebut (sebutkan

beritahuan terh%'lis

N
KR 1"“




o

of

(Gn

o

1)

2

4)

[FORMAT]
MAKLUMAT PELAYANAN
KEJAKSAAN ...... (sesuai tingkatan) R

Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Indonesia

LAl\I'IPIRAN 6 }
PER ATURAN JAKSA AGUNG RI

Nonior
| Tanggal

INFORMASI

EPUl

i

: PER-

BLIKHINJ o)

/A/].Af08.2010
\gustus 2010

o

ESIA

-,

! .

tentang Kejaksaan Republik

b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter]:liukaan Informasi

Publik

¢) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik

d) Peraturan Jaksa Agung Republik Ind01|'1esia.

Nomor.. .Tahung 2010 tentang

Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaaln Republik Indonesia

Pemohon Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warg

Indonesia yang mengajukan permohon

ketentuan yang berlaku. :
|

Kejaksaan Republik Indonesm
Kejaksaan Republik Indonesia yang men;

Tata Cara Permohonan Informasi Publik
a) Tertulis:

e Pemohon mengisi formulir permol

An It

elen!
Publik adalah Kejaksaan Agung, Ke]aksaar|1 Tin

neg

garakan|

onan yang

!

I o

pelayanan Informasi
gi, dan Kejaj1 i i

ara dan/ atquil badan hukum
formasi Publik| berdasarkan

|
<saan Negeri:
b
1
!
|

disediakan oleh

petugas atau membuat surat permohonan sesuai dengan ketentuan.
e Membayar biaya salinan dan/atau biaya pengitiman sesuai dengan
standar biaya perolehan Informasi Publik

b) Tidak Tertulis:

¢ Menyampaikan identitas lengkap pemohon
termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi.

e Menyampaikan rincian informasi yang dibutuhka

¢ Menyampaikan tujuan penggunaan informasi yan |dibutuhkan

» Menyampaikan cara memperoleh i

mendengar, mencatat, atau me

langsung, surat tercatat (pos/kt

inta ¢

ir), £ ks1m111, ma
e Membayar biaya salinan dan/atau b1l ya pengifiman

epada petugas

aformasi (melihat, membaca,
alinan dokuirlen)
e Menyampaikan cara mendapatkan alinan informasi (mengambil

standar biaya perolehan Informasi Publik

1
'
“

[y

)| e
?esuai dengan
|




ty

5) Tata Cara Pelayanan Informasi Publik

a)

b)

g)

h)

6) Tata Cara Mengajukan Keberatan

2)

I iil“l:- I ’

Pemohon dapat melihat atau mendengarkan/dokumen yang akan diminta
sebelum mengajukan permohonan . secara resmi guna kepentingan
permohonanya, sepanjang dokumen t'ﬁrSEblllt bukan ter{'ﬂlasuk informasi
yang dikecualikan. ‘ L ,
Petugas menuangkan permohonan dalam formulir permohonan apabila
permohonan diajukan secara tidak langsung (melalui perantara sarana
komunikasi, seperti surat tercatat, email, faksimili)
Petugas melakukan klarifikasi apabil | permohonah kurang lengkap (3
hari kerja sejak permohonan diterima|dalam hal permohonan diajukan
secara tidak langsung)
Petugas melakukan pencatatan pada register permol onan Inforrasi
Publik ;
Petugas membérikan tanda terima permohonan (formulir permohonan
yang telah diberikan nomor pendaftaran) pada saat pelarmoho;nan diajukan,
apabila permohonan diajukan secara langstng dengan endatangi Meja
Informasi ‘ i | “} | |
Petugas memberikan tanda terima permohonan (formtilir| permohonan
yang telah diberikan nomor pendaftaran) bersamaan surat pemberitahuan
tertulis, apabila permohonan diajukaln secara tidak langsung (melalui
perantara sarana komunikasi, seperti surat tercatat, email, faksimili)
Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja: | i
i, Petugas memberikan pemberitahuan tertulis dan salinan informasi
yang dimohon apabila permohonan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya; atau
ii. Petugas memberikan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan
Permohonan Informasi apabila permohonan ditolak
Petugas dapat memperpanjang pemberian surat pemberitahuan dan
pemberian salinan informasi selambat—lamblatnya 7 (tujuh) hari kerja dan
tidak dapat diperpanjang apabila:
i. Kejaksaan belum menguasai atau rr}endokumenta'sikan informast
yang dimohon ‘ ! '
ii. PPID belum dapat memutuskan| apakah informasi yang dimohon
termasuk dikecualikan atau tidak,
Perpanjangan waktu pelayanan sebagaimana dimaksug
diberitahukan secara tertulis beserta!.alaé;ﬁya oleh P
alasan-alasan perpanjangan waktu pelayanan ditemukan
|

| 1
pé?da huruf (h)
tugas pada ‘|;s",ef1at

L=

Tu-

Alasan pengajuan keberatan: | .
i, penolakan atas permohonan Informasi Publik dengan alasan
, pengecualian/informasi rahasia;
ii. tidak disediakannya informasi berkala;
iii. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
iv.  permohonan Informasi Publik clitmégapi tidak slebagaimana yang
|

LR 3 A




G e

v,
vi.

vil.

b) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi
disediakan oleh petugas atau membuat surat tertulis.

) Keberatan karena alasan sebagaimana di
ditujukan kepada Wakil Jaksa AgunF
informasi di Kejaksaan Agung.

Kepada

diminta;

tidak dipenuhinya permohonan In

pengenaan biaya yang tidak wajar;

penyampaian Informasi Publik ya

Lforrqasi Publik;

’

ng ‘1°n| lebihi waktt

ima (sud pada ht

e

;S—WJ

2

Yth, Wakil Jaksa Agung RI | |
d/a Kepala Pusat Penerangan Hukum selaku| PPID Kejaksaan Agung RI

Jalan Sultan Hassanuddin No. 1 Kebay(!)ran ll-laru , Jakarta

Telp. +62 21 722 1269
d) Keberatan kareha alasan sebagaimana pada huruf (a) angka ii-vii
ditujukan kepada Atasan PPID di setiap tingkatan Kejaksaan dimana
permohonan diajukan melalui petugas:

i

it.

iii.

i.
il.
iii.
iv.
vi.
Vii.

- Telp. ....(lengkapi)
e) Surat keberatan memuat informasi tentang:
t[nformasi Publik;

tujuan penggunaan Informasi Publik; |

Kejaksaan Agung ditujukan kepaéiia Wakll Jaksa Ag'ung

Kepada
Yth. Wakil Jaksa Agung RI

d/a Kepala Pusat Penerangan Hukum selaku PPID

Agung RI

1

I fﬁl“‘

1 ya'ng diatur.

Eormulir yang

1‘ruf (a) angka i

PITID / petugas

m

|Sel atan

Kejaksaan

Jalan Sultan Hassanuddin No. 1 Kebayoran Baru, ]allkérta Selatan -

Telp. +62 21 722 1269

Kejaksaan Tinggi ditujukan kepada chlkﬂ Kepa

Kepada

Yth, Wakil Kepala Kejaksaan Ti ggl f'" I’
d/a Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi..

Tinggi... . !
Jalan .. (lengkapi) |
Telp. ....(lengkapl) |

a K

'a1|<saan Tinggi

Il

selaku I’PID Ke]aksaaril

Kejaksaan Negeri ditujukan kepada Kepala Ke]aksaan Negeri:

Kepada
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri...

d/a Kepala Seksi Intelijen Ke]aksaan Negen

Kejaksaan Negeri...s
Jalan ....(lengkapi)

nomor pendaftaran permohonan

.selaku PPID

v
'

identitas lengkap Pemochon Informasi Publik yang, menga]ukan

keberatan atau kuasanya;
alasan pengajuan keberatan;

kasus posisi permohonan Informasi Pl].lblik; | H l!
tuntutan keberatan yang dimohonkan; L

nama dan tanda tangan Pemohon

atau kuasanya

!
-l




LS,

G

iﬂ | | H‘¢

Tata Cara Pengelolaan keberatan
Petugas yang menerima formulir perrnohm" an keberatan atau surat
permohonan keberatan memberikan tanda ierimg berupa formulir keberatan
(asli). !

Dalam hal permohonan diajukan melalui surat, petugas menuangkan dalam
formulir dan memberikan formulir (asli) sebagai tanda terima yang diberikan
selambat-lambatnya bersamaan dengan pengiriman surat tanggapan atas
keberatan. b

Petugas menyimpan salinan tanda terima s‘elbagalimana dimaklsud pada huruf
(a) dan huruf (b) sebagai berkas kelengkapan regilster keberatan.
Petugas meregister keberatan pada saat permohonan | diterima dan
memberikan berkas kelengkapan register keberatan (formuliy dap/atau surat
keberatan) kepada PPID pada hari diterimanya kbberatan. |
PPID meneruskan berkas kelengkapan register ‘eberatan (f01l*1:nu1ir dan/atau

surat keberatan) kepada Atasan PPID yan ' be | enang pada r—m diterimanya

keberatan. - 2t ENIG } l| | 1]
Atasan PPID yang bersangkutan menjawab keberatan yan telah diajulf.l;m
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh
petugas )
g) Jangka waktu pelaksanaan keputusan Atasan PRID dihitung|termasuk (tidak
melebihi) 30 (tigapuluh) hari kerja sebagaimana pada huruf ()

Saran dan Masukan
Sampaikan saran dan masukan melalui:

Alamat surat :....(Alamat PPID Kejaksaan !yang bersangkutan)

Telp t......(Nomor kontak PPID Kejaksaan yang bersangkutan)
Faksimili ......(Nomor kontak PPID Kejaksaan yang bersangkutan)
E-mail ..... (Bmail PPID Kejaksaan yang bersangkutan)

| ‘ |

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kejaksaan....(sesuai tingkatan) |

Ttd |

(nama lengkap) - |
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LAMPIRAN|7 -
PERATURAN JAKSA AGUNG RI
Nomor : PER- L/’A]J .A/08/2010
Tanggal : Ag stus 2010
FORMAT FORMULIR KEBERA I'EIXN , 1 !
(RANGKAPDUA) || | &) i |, H
T 7 T 1 o
[nama Kejaksaan (sesuai tingkatan) dan alamat, nolmor tele Uﬂl. fakéimili’,”émali dst] I]' | !
| !
Kel.‘ofo PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
1aksaan 5 i
I
A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN i’ ‘ i
Nomor Registrasi Keberatan 2 : (diisi petugas)*
Nomor Pendaftaran Permohonan
Informasi

Tujuan Penggunaan Informasi

Identitas Pemohon
Nama

Alamat :

Pekerjaan

Nomor Telepon

. Identitas Kuasa Pemohon **
Nama

Alamat

Nomor Telepon

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN#*##

Permohonan Informasi di tolak.

Informasi berkala tidak disediakan
Permintaan informasi tidak ditanggapi

Permintaan informasi tidak dipenuhi
Biaya yang dikenakan tidak wajar

mme an o P

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dumnta i

Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

ate

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN D
oleh petugasj****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, s

Mengetahui, ¥#**+*
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

Nama & Tanda Tangan

KETERANGAN

Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku registér pengajuan keberatan

hd Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa,

i Sesuai dengan Pasal 31ayat (1) Pératuran Jaksa Agung Rl tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan RI,
dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan

A Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam Peraturan Jaksa Agung RI tentang Keterbukaan Informasi Pubiik di
Kejaksaan RI

*kkxx  Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan ya
buku register pengajuan keberatan.

EEXEES

Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulr
menerima pengajuan keberatan, |

IBERI

1ya ucaf

KAN

kan terimakasth.

an), [tahun] *****

u Keberatan ¥ ‘

s ftanggal], [bulan], [tahun][diisi

i
]

'Nama & Tanda Tangan

tu seja}; keberatan dinyatﬂkan lengkap sesuai dengan

keberatan juga ditandat;

angani oleh petugas yang
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- ¥ LAMPIRAN 8
é x § 3 PERATURAN JAKSA AGUNG RI
& 5 Nomor : PER-  /A/).A/08/2010
g § E Tanggal - Agustus 2010
d
2 z L3 REGISTER KEBERATAN*
I
a | br | > | d | e | ) g®
]
Keterangan:
No. diisi tentang nomor registrasi keberatan.
—Tgl diisi tentang tanggal keberatan diterima.
Nama diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
— Alamat diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi. e 7 =
Nomor Kontak diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/ faksimili/ telepon seluler/ email Pemohon Informasi Publik.
Pekerjaan diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan

No. Pendaftaran Permohonan Informasi
Informasi Yang diminta

‘Tujuan Penggunaan Informasi
Alasan Pengajuan Keberatan

A PO S

secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi. =
diisi dengan informasi yang diminta.

diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.-
diisi dengan memberikan tanda (V) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang—

Undang Keterbukaan Informasi Publikn atau Pasal 31 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI tentang Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan

RI:
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik atau Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung RI tentang Keterbukaan Informasi

Publik Kejaksaan RI



. o T L. ¥
i p - ,-"‘-J-} M-}_{ - :—:i}t_{ L §

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
_-c- _tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik; — — =
d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagalmana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- - -—— -——————g—penyampaian Informasi Publik yang melebihi-waktu yang-diatur dalam Peraturan Jaksa- Agung RI. tentangl(etetbukaanlnformam -

T . - - ——PublikKejaksaan RI — — — ___
Keputusan atasan PPID @ diisi denga:n keputusan yang diambil oleh Atasan PPID. .
Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan: T di fishari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan, ——~ —-==
atas Keberatan — S ' —_
Nama dan Posisi Atasan PPID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan _s_gguai dengan kewenangan yang ada pada Peraturan Jaksa Agung RI tentang

Ketérbukaan Informa51 Publik Kejaksaan RI T

Tanggapan Pemohon Informasi : diisi'dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Kepuitusan Atasan PPID. =




LAMPIRAN 8
PERATURAN JAKSA AGUNG RI
Nomor : PER- /A/].A/08/2010

Tanggal : Agustus 2010

REGISTER KEBERATAN*

Pagnjtianke 'gta-n. 5
: g’uw‘.gw;w 3&

B

§Lujuar : 0 : 5.aiia QL gl Blabseabant
TG e UNAAN : R beriang Pociis Atasang g bemolionk
fOTmasigl a* | b* | o | d* | e | £ | g S s tanpgapanige G bk Informasi
| W atgsiKeberatan
5
Keterangan: .
No. : diisi tentang nomor registrasi keberatan. _
Tgl—-— - ———+diisitentang-tanggal keberatan diterima. - - - — I S—
__Nama i :  diisi dengan Nama Permohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
=Alamat S = diisiféntang alamatlengkap.danjelas Pemohon Informasi. . - - _ - =0
— Nomor Kontak :  diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/ telepon sehiler/email Pemohon Informa51 Publik. -
Pekerjaan :  diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
No. Pendaftaran Permohonan Informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informiasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan
= secara:berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi. e roo g
Informasi Yang diminta :  diisi dengan informasi yang diminta. o o
T Tujuan Penggunaan Informasi- = diisiteniang tujuan/alasan permohonan daf penggunaanm.tormaqlm - e
—_Alasan Pengajuan Keberatan ~ ___ . diisi dengan memberikan tanda (¥) sesuai alasan yang digunakan untuk mengamkan keberatan sebagalmana Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publikn atau Pasal 31 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI tentang Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan
RI:
a, Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang
T —~Keterbukaan Informasi Publik atau Pasal 14 sampa1 dengan Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung RI tentang Keterbukaan Informasi
" Publik Kejaksaan RI T
A
R A p .
R A . 1. 9 - -y
-tr}r'»-‘- - - ___g - —_— - - - -l?.;"- % —_——————— - - o , _ -
g oo .



